WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6.

10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 25 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor
237).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 93);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 170);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor S5 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
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Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor S5 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota  Tasikmalaya  Tahun 2017-2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor S5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2020 Nomor 3);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010
tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Tasikmalaya
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.

14.

Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota
Tasikmalaya Tahun 2017 — 2022.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen
perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode
1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



15.

16.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati
dengan DPRD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan  pemerintahan dan  pelaksanaan
pembangunan Kota Tasikmalaya.

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai

berikut :

a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD;

b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan
perencanaan pembangunan Daerah, baik antar
Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah;
dan

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara
efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal
sebagai berikut :

a.

b.
C.
d

kedudukan, peran dan fungsi;
sistematika, isi dan uraian;
penyusunan RKPD; dan
pengendalian dan evaluasi.



BAB IV
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 4

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yaitu:

a.

secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat
Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan
Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;

secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renja
Perangkat Daerah dan penyusunan KUA PPAS yang akan
diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama
dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan
APBD;

secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan
pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat
Daerah; dan

secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian
kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,
merealisasikan program dan kegiatan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB YV
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 5

Sistematika penulisan RKPD adalah sebagai berikut :
pendahuluan;

gambaran umum kondisi Daerah;

kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
rencana kerja dan pendanaan Daerah;

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

@ moe oo o

penutup.

Sistematika, isi dan uraian RKPD tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.



(1)

(2)

(3)

Pasal 6

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
serta pendanaan indikatif.

RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja
Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub
kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD, disusun berita acara kesepakatan antara Wali
Kota  dengan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan RKPD Tahun 2022.

Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai akibat
kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat,
keadaan luar biasa dan/atau perintah peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD
ditetapkan.

BAB VI
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 7
RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD,
yang disusun dengan tahapan sebagai berikut:
persiapan penyusunan RKPD;
penyusunan rancangan awal RKPD;
penyusunan rancangan RKPD;
pelaksanaan musrenbang RKPD;

0 oo oo

perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran
dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2022
dalam RPJMD, mempedomani RKP, program strategis
nasional dan RKPD Provinsi.

Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan  oleh  Perangkat  Daerah  yang
menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan.

Pasal 8

Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat
Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah.
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Penyajian rancangan Renja  Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
sistematika sebagai berikut:

pendahuluan;

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

a0 op

€. penutup.

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan wurusan di bidang
perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan
RKPD.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

Wali Kota  melalui Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan
melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun
2022.

Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan;

b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.

Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Perangkat
Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di
bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-
masing Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD
tahun berikutnya.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Agustus 2021

PLT. WALI KOTA TASIKMALAYA,
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 10



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan
daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai
penjabaran dari RPJMD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja serta pendanaan.

Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan
pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing
maupun seluruh pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber
daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
secara berkelanjutan. Dengan demikian yang RKPD mempunyai kedudukan,
peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung
jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh
kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan
dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam



melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat
Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagimana diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Bagi Perangkat
Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan
pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, top-down dan bottom-up, holistik,
tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan
money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar
bermanfaat dan mendongkrak pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan
sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas
semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah
memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang
dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan
nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara
penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan
evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Tahapan dalam penyusunan RKPD
dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.
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Dalam penyusunan RKPD tahun 2022 Kota Tasikmalaya masih
dihadapkan pada pandemic Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2021. Seperti
diketahu bahwa kasus positif Covid-19 terus mengalami penambahan. Kondisi ini
menuntut pemerintah daerah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi
untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian
daerah. Dampak dari pandemik covid-19 telah mengakibatkan terjadinya
perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.

Akibat pandemic Covid-19 bagi perekonomian Kota Tasikmalaya antara lain:

a. Penurunan tingkat konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli
(penurunan pendapatan kelas menengah bawah serta masyarakat menengah
atas yang cenderung menahan konsumsi).

b. Penurunan ekspor akibat penurunan permintaan global dan volume
perdagangan dunia berdampak terhadap perekonomian di Kota Tasikmalaya

c. Penurunan investasi akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan dan
pemerintah, serta penurunan optimisme investor yang berdampak pada
tertahannya proyek infrastruktur akibat realokasi anggaran untuk
penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya.

d. Kurang optimalnya konsumsi pemerintah (realisasi belanja pemerintah
daerah, khususnya belanja jasa dan barang modal) karena refocusing
anggaran.

Untuk mengatasi pandemik covid-19 salahsatunya melalui vaksinasi yang
telah dilaksanakan diharapkan dapat membentuk herd immunity. Tahun 2022
diharapkan menjadi tahu pertama mulai terlepas dari tekanan pandemi Covid-19
dan merupakan tahun kunci bagi pemanfaatan pemulihan ekonomi. Oleh karena
itu RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022, upaya penanganan Covid-19 dilakukan
secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi,
rekonstruksi dampa pandemic covid-19, serta pemulihan ekonomi dan
penyediaan jarring pengaman social.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)



15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20154 Nomor 80);

19.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19)

20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 139);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

24 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

29.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505 );

31.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).

33.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2020 Nomor ...... );

34.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

35.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 93);

36.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

37.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 170);

38.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);

39.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

40.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Nomor S5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022  (Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);



41.Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan
Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);

42.Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2019 Nomor 8);

43.Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen
perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun
2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2022 mengacu dan mendukung RKP dan program startegis
nasional tahun 2022;

2. RKPD Tahun 2022 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022;

3. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022;

4. RKPD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan hasil pembangunan pada
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2017;

5. RKPD Tahun 2022 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;

6. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Tahun 2022. Proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara
simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan

7. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan
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Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 disusun dengan maksud
sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang
merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2022
dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Adapun tujuan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah
Kota Tasikmalaya;

2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, dan sinergi pembangunan, serta
program dan kegiatan tahun 2022;

3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan
pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat,
provinsi dan kota.

4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku
kepentingan lainnya dalam pembangunan.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 disusun sesuai dengan
sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB YV

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu,
selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD
tahun berjalan sebagai bahan acuan serta permasalahan
pembangunan.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam  pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas
harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja
tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RKPD.



RKPD KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022

BAB VII
PENUTUP

Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022
merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dan perubahannya.
Dokumen memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD
Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta
untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota
Tasikmalaya, melaksanakan RKPD Tahun 2022 secara sinergis, terintegrasi,
efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. RKPD Tahun 2022 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD
Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah,
maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rancangan
Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan
Walikota Tasikmalaya tentang RKPD Tahun 2022, sebagai dasar pelaksanaan
rencana program dan kegiatan Tahun 2022.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan,
agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas
dapat terakomodasi secara proporsional.

5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari
masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat
berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas
pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2022,
setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai
dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta
melaporkannya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala
Bappelitbangda.

7. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih
lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2022. Hasil evaluasi, kajian dan
analisis RKPD Tahun 2022 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun
berikutnya.
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Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan
dalam RKPD tahun 2022, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab,
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Apabila dalam pelaksanaannya
terdapat ketidaksesuaian terhadap asumsi, target, sasaran, program dan kegiatan
serta kondisi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD
Kota Tasikmalaya Tahun 2022, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

BAB VII



